GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 86
TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

Menimbang

Mengingat

PADA INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan

Utara Nomor 86 Tahun 2017 telah diatur mengenai
analisis jabatan dan analisis beban kerja pada
Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara;

. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi

dan kepastian penataan pegawai pada Inspektorat
Provinsi Kalimantan Utara, maka Peraturan Gubernur
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu
disempurnakan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 86
Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis
Beban Kerja Pada Inspektorat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5362);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5121);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000
tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang
Pedoman Analisis Jabatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011
tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis
Jabatan;



Menetapkan
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. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3

Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum
Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun
2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 86
TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS
BEBAN KERJA PADA INSPEKTORAT.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan
Utara Nomor 86 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja pada Inspektorat (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 86), diubah
sebagai berikut:

1.

Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal
baru yaitu Pasal 5A, yang selengkapnya berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5A

(1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
sebagai prasyarat untuk menyusun peta jabatan,
uraian jabatan, serta jumlah kebutuhan PNS.

(2) Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini.



Pasal I1

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRTANTO LAMBRIE

- DrH.sumiANSyAH, M.AP SEKRLTARIS DAERAH

) ) ASISTEN
Drs.H.2AIMUDDIN H2,M.S1  ADMsTRASL UMUM

ARMAM JauHAR, SH PLt. karo HutUH[\/

DrsH.AgouL MaQ)io S, ICARD OREAMISAS
™ .S



Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Gubernur ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE



Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini  dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 13 Desember 2010

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Deseuber 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR &0,

ASISTEM

© DrS-H.24Mun0m H2, M8 spmimisTRAS! uruM

ARMAN JauHARI, <h PLL. karo Hupum

?ﬂa.g‘aaom MAQID S, KARD ORBANISAS!
Y



Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan  Gubernur ini  dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
ttd

IRTANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAE

PROVINS) KALIMANTAN UTARA,

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 50
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LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR
86 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
KERJA PADA INSPEKTORAT

HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA INSPEKTORAT

KEBUTUHAN PEGAWAI
NAMA JABATAN JABATAN PIMPINAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN | KETERANGAN
TINGGI ADMINISTRATOR | PENGAWAS PELAKSANA | FUNGSIONAL
2 3 4 5 6 7 8
Inspektur 1
1. Sekretaris 1
a. Kepala Subbagian Umum dan 1
Kepegawaian
1) Pengelola Kepegawaian 1
2) Analis Kebijakan Barang Milik Negara 1
3) Pengelola Data Administrasi dan 1
Verifikasi
4) Analis Data dan Informasi 1
5) Analis Aset Negara 1
6) Pengelola Sistem Informasi
Manajemen Kepegawaian
b. Kepala Sub Perencanaan dan Keuangan 1
1) Analis Perencanaan 1
2) Analis Pengelolaan Keuangan 1




3) Pengadministrasi Keuangan

4) Verifikator Keuangan

5) Bendahara

6) Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut
Laporan Hasil Pemeriksaan

bt | et | i [

7) Pengadministrasi Anggaran

2.

Inspektur Pembantu Wilayah I

1) Auditor Pertama

—
oo

2) Auditor Muda

3) Auditor Madya

4) Pengawas Pemerintahan Pertama

5) Pengawas Pemerintahan Muda

6) Pengawas Pemerintahan Madya

7) Auditor Pelaksana

8) Auditor Pelaksana Lanjutan

9) Auditor Penyelia

= | | = e W) N OY

3.

Inspektur Pembantu Wilayah II

1) Auditor Pertama

18

2) Auditor Muda

3) Auditor Madya

4.

Inspektur Pembantu Wilayah III

1) Auditor Pertama

2) Auditor Muda

3) Auditor Madya

4) Auditor Kepegawaian Pertama

5) Auditor Kepegawaian Muda

6) Auditor Kepegawaian Madya

= o= NN O




7) Auditor Pelaksana

8) Auditor Pelaksana Lanjutan

9) Auditor Penyelia

Jumlah

Jumlah Total

113

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 175 Desember 2012

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

-

IRIANTO LAMBRIE

| Dr.W.surRiAnSyAH, MAP  SEKRETARIS DAgrAN

ASISTEN

DIS.H. 2AINUDDIN HZMS: aoMIMtsTRAS! YMuM

ARMAN JAuMan:, SH  Plt. kare wukum (\/

™M S

T
" Drs.H ABDUL MARD 5, KARO ODREAMISAS!




7) Auditor Pelaksana

8) Auditor Pelaksana Lanjutan

9) Auditor Penyelia

Jumlah

Jumlah Total

113

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRTANTO LAMBRIE




7) Auditor Pelaksana 1
8) Auditor Pelaksana Lanjutan 1
9) Auditor Penyelia 1
Jumlah 1 4 2 13 93
Jumlah Total 113

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 1= Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
ttd

IRTANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ACISTEN

DTS.W . 24INUDDIN H2, MS1 A S TTAS, UMM

SURIANSYAH ARMAN jaurami, SH - PLi. kakro Hultun/\/

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 6o Dre.H-ABDUL MAQ)ID S, kARO ORGANISAS:
M. si




7) Auditor Pelaksana

8) Auditor Pelaksana Lanjutan

9) Auditor Penyelia

Jumlah 1 4

13 93

Jumlah Total

113

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Deseumber 2013

SEKRETARIS DAERAH |[PROVINSY KALIMANTAN UTARA,

‘SURIANSYAH —

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR &0

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 17 Deseghgr 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
ttd

IRIANTO LAMBRIE




LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR (5() TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 86 TAHUN
2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA INSPEKTORAT

| Baban e |
|
‘ !
e
Kepais Sub Bagian Umum Dan Kepegswaian labatan u_q' |] K | o Jabatan mTll K-l-jo Jabatan :u] |I I]«jo
Kolas 9 (Auditor Pertama 3 5 18 8| |AudivorPerioma s 12 18 % Avditor Pertama s 1018 4
L Jabatan sl 8] xl-fe Auditor Mudo 9 1 & 5| |AuditorMude 9 0 6 & Auditor Muda 9 1 6 S
Pengeion Kapegawanan _— 6| o 1] 1
Auditor Madya 11 0 2 2| |AuditorMadya 1o 2 22 | Auditor Madya um o 2
| Analis kebljakon Barong Millk Negaro 7l 1| 1] e
. Pengawas Pemerintahan Pertama 8 1 3 2 12 26 -4 Auditor Kepegawaian Pertame 8 1 2 4
Pengeloia Dato Administras! Don Ver(fikas! 6| o 2]
Pengawas Pemerintahan Muda s 1 1 @ Auditor Kepsgawalan Muda g 0 1 4
| Anciis Aset Negara 7| o 1] 1
|| |Pengawas Pamarintahan Madya n e 1 4 Auditor Kepegawaian Madya 14 0 1 4
Anatisis Dato don informas! 7|1 1| 12 o
- Auditor Pelaksana 7 0 1 4 Auditor Pelaksana 7 1 1 o
Pengelolo Sistern Informasi Manajermen Kepegowoion &l o 1| 2
Auditor Pelaksans Lanjutan 8 1 1 o Auditor Pelaksana Lanjutan 8 o 1 -1
2 6 4
Auditor Penyalia s o 1 2 Auditor Penyelis 9 0 1 a
[ Yapala Sub Bagien e Kedengee. |
| Kelos 9 | 13 M 13 33 .20
Jabatan ws| o [ k[
| Analis Perenconaan 7| 3 11 0 RS ASI JUMLAH
3 +
Analis Pengelolaon Keuangon 7| 1| 1| o0 Eselon Il 1] 1 0
Ession il 4 4 L]
| Pengadministros! Keuangan 5| 1| 2] e Esalon IV 2] 2 °
G |38 | 55
Bendohara 6 o] 1fa JFU 6| 13 -7 . N .
Kurang sl is] w Ditetapkan di Tanjung Selor
Pengelola Evaluasi Tindok Lanjut Laporon Hasil Pemeriksoon & 0 1] -1 9
pada tanggal 13 Desember 2019
Pengadministrasi Anggaron s| 1| 1| o
Verifiketor Kinsangan 6 ol 1| GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
4« 7 3
.
z"'"-'" et —— s e - . i ot e 1 e i
N \

!
‘ 1 lDr.H-sumam"rAH»"‘“-ﬁP SEKRETAR'S DAERAH

2 ) ASISTEM
“ ‘Dr:.\-i-:wﬂuuom H2,MS1 ApMiNISTRAS! UMUM

— 4

© ARMAN JAUMARL, SH  ply . kago Hukur /\/

i
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LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOoMoR (0O TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 86 TAHUN
2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA INSPEKTORAT

ra L
Kepegawason & o] 1]
Audiitor Modya u o a Auditor Madya u o 2 2 Auditor Modya 1 0 2 2
Analis Kebijakon Barong Milik Negoro r 1| 2f @
- Pengawas Pemerintahan Pertoma s 1 [ ] 12 26 -4 Auditor Kepagawaeian Pertamas & 1 2 4
Pengeiaia Data Administrasi Don Verifikasi &l 0 1_01_{
- Pengowos Pemerintohan Mude s 1 1 0 Audtor Kepegawaian Muda g 0 1
| Analis Aset Negoro 7| o] 1| 41
- Pengawas Pamerintahan Madya n oo 1 4 Auditor Kepegawsian Madys 1 01 4
| Anatisis Data don informast 7| 1| 2 o
|| Auditor Pelaksana ¥ o 1 4 Auditor Pelaksana 7 11 0
Pengeiola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaion 6| o 1|2
Auditor Pelaksana Lanjutan 8 1 1 0 Auditor Pelaksana Lanjutsn 8 01 4
2 6 4
Auditor Panyelia s 0 1 2 | Auditor Panyeila 9 01
I Kepala Sub Bagien Perancansan Dan ]
L s i D 1333 20
Jabatan ws| B | k[
| Analis Perencongon 7l 1] 11 0 REKAPITULAS JUMLAH
B |x +/-
Anaiis Pengelolaan Keuangan rl 1] 2 0 Esalon Il ] 1 o
Esalon il 4 4 o
| Pengodministras! Kevangan 5 3} 110 Esalon IV 2 2 0
IFT 38| 93 -55
Bendohara 6| of 1| JFU 6 8| 7 . ., .
Kurang sl as] & Ditetapkan di Tanjung Selor
Pungeioia Evolucs Tindok Lonjut Laporan Hasil Pemeriksoan 6| o 1|4 pada tanggal 13 D 2019
Pengodministrasi Anggaran 5| 1| 1| o
Verifikoror Keuangan 6| of 1] GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
4 7 2

-

IRIANTO LAMBRIE



LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR L0 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 86 TAHUN
2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA INSPEKTORAT

Kapais Sub Bagian Ui D Jabatan B| K |-+ Jabatan B K| o+ Jabatan B| K|+
Feias 3 "Auditor Pertoma ‘:4 !l xll 5| [Auditor Pertoma n;qul ul - (Reditor Pertama ":I m[nr..
l_ Jabstan n!lu-to Auditor Muda 9 1 6 5| |AuditorMude 9 0 6 & Auditor Muda 9 16 &
[Pengeloia kepegowoion 6| of 1]
Auditor Modya 1 o 2 Auditor Modya un o0 2 2 Auditor Modyo n o 2 2
Anoiis Kebijakan Barang Milik Negaro 7| 1| 1| o
- Pengawas Pemerintahan Pertama & 3 3 n s Auditor Kepegawaian Pertama 8 1 2
Pengelola Data Administrosi Dan Verifikasi 6| o 12|
- Pengowas Pemerintahon Muda g 1 1 o Auditor Kepagawaian Muds g 0 1 1
Anoils Aset Negora 7| of 1|
, - Pengawas Pamarintahan Madya n o 1 4 Auditor Kepegawaian Madys u 01 4
Anciisis Dato don informas! 7l 1| 1] of
- Auditor Pelaksana ? o0 2 -1 Auditor Pelskssna ? 11 o
Pengelola Sistem informasi Manajemen Kepegawalan 6| o 1| 2
Auditor Pelaksana Lanjutan 8 1 1 @ Auditor Pelaksana Lanjutsn 8 01 4
= Auditor Penyelia s o 1 2 Auditor Penyelia 2 01 4
Kspala Sub n Perancansan Dan ]
Kelas § ] 1B M o2 133 20
I Jabatan as| B | K|+
Anails Perencanaan 7l 2| 1| o %ﬂ_m
Anails Pengeiolaan Keuangon 7| 1] 1| 0 Eselon Ii 'l Ka ‘l‘:
Eselon il 4 4 ]
Pengodministras! Kevangon 5| 1) 1]l 0 |Esmion v 2] 2 0
G 8| 9| 55
|Bendonara - 7 .
‘4 = = Ditetapkan di Tanjung Selor _
| Pengeioia Evaluasi Tindak Lanjut Laparon Hasil Pemeriksaon 6 of 1] pada tanggal 15 Desember 2019
Pengadministrasi Anggaron s| 11 2| 0
Verifikator Keuangan 6| of 1| GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
4« 7 3 ctd
Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 1% 2019 IRIANTO LAMBRIE
SEKRETARIS DAE AN UTARA, e SRR - S—— -
S |
e,
L :
3 ASISTEN
liDt-.-.H.nmuuom MM ADMINSTRAS! uvuM
2
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR (g o iNlI'MH JAUHAR!, €H PLt . karo Hukum N
- o
Pﬂn.;l_-mnut MADR)ID S» EARD ORGAMISAS!
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LAMPIRAN 11

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 86 TAHUN
2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA INSPEKTORAT

ol (Avditer Perioma 5 5 18 9| |[AudiorPetamo 7 17 18 4| |AudierPeemo T 015 3
|_ Jabatan [} K | -+ | Auditor Muda L] 1 -5 Auditor Mudo 8 0 6 6 | Auditor Muda L] 1 6 5
[Pengelolo Rapegawatan Bk ﬂ‘l o] 1] 4
Auditor Modya u o 2 Auditor Modya 1 o0 2 2 |Avaitor Madya u 02 2
Analls Kebljokon Barang Milik Negoro 7 1| 2 0
- Pengawas Pemerintahan Pertamo 8 1 2 17 % -4 Auditor Kepegawaian Pertama &8 1 2 4
Pengeiola Data Administrasi Dan Verifikosi 6| of 2[ ]
[i_] Pengowas Pemerintohan Muda 9 1 1 @ Auditor Kepegawalan Muda 9 01 4
| Angils Aset Negara 7 0f 1] 1
wm Pengawas Pemarintahan Madya un o0 1 2 Auditor Kepagawalan Madya 1 01 4
| Anatisis Dato dan informazi 7| 1| 2o
Auditor Pelaksana 7 0 1 a2 Auditor Pelaksana 7 11 o
informasi s| of 1/1|
Auditor Pelaksana Lanjutan 8 1 1 o Auditor Pelaksana Lanjutan 1] o 1 -1
FE]
Auditor Penyalla s o 1 2 Auditor Penyelia 9 01
[ Kopala 3 Bagon Perstcasash Dun Kevangin ]
| Kelas § ] 13 M 13 33 20
Jabatan as| 8| K|+
Anails Perenconoan 7| 1] 11 0 RE AS JUMLAH
8K -
Anails Pengeloiaan Keuongon 7l 1| 1| 0 Eselon il 1] 1 0
Esalon fil a|l a| o
 Pengadministrasi Keuangan 5] 1| 1| o Esalon IV 2 2 o
G ETY T )
Bendahora sl o] 1} JFU 6] 7 . . .
Kurang 5| & Ditetapkan di Tanjung Selor
G o i L e e (o pada tanggal 135 Desember 2019
Pengadministras Anggoron 5| 1| 2] o
Verifikator Kevongan 6 of 2|4 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
4 7 3
ttd
Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Deserber 201 IRIANTO LAMBRIE

SYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR

&0



